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Abstrak: Sejak kehadiran perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil yang berkembang pesat hingga sekarang, ternyata tidak luput dari sorotan baik berupa pandangan negatif maupun argument yang tidak positif. Kalangan masyarakat masih ada yang meragukan dan mempertanyakan kesyariahan perbankan syariah. Tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa bagi hasil bank syariah sama saja seperti bank konvensional, yaitu sama-sama bagi untung. Kalau syariah, kenapa tidak menanggung kerugian secara bersama. Secara teoritis, tentunya bank sebagai pemilik modal (shahibul maal) memilih keuntungan yang besar dan bebas dari tanggungan kerugian nasabah (mudarib) maka mayoritas bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menganut prinsip bagi hasil dengan sistem revenue sharing. Paper ini membahas bagaimana perhitungan bagi hasil dengan sistem revenue sharing berdasarkan pendapat ulama dari kalangan mazhab Syafi’i. Metode yang digunakan adalah deskriptis analisis di mana penulis membaca sumber rujukan kitab fiqih klasik mazhab Syafi’i, kemudian diolah secara deduktif-induktif dengan menempuh langkah pendekatan falsafi, menarik rumusan dan menghitung bagi hasil berdasarkan sistem revenue sharing hingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa hasil perhitungan bagi hasil revenue sharing lebih menguntungkan pihak bank karena perhitungannya didasarkan pada laba kotor sehingga beban kerugian nasabah tidak diperhitungkan. Alasannya, selain untuk menghindari unsur moral hazard, pada dasarnya nasabah sudah mendapat keuntungan dari pengelolaan modal. 
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PENDAHULUAN 
Ditinjau dari sistem yang dianut melalui mekanisme yang dijalankan oleh dunia perbankan Indonesia sampai saat ini terpilah kepada 2 jenis bank, yaitu konvensional dan syariah. Perbedaan di antara keduanya adalah dari segi perhitungan keuntungan yang dibagi antara pihak bank dengan nasabah. Pada bank Konvensional telah dikenal luas dengan sebutan bunga bank (interest), sedangkan pada bank syariah dilandaskan dengan prinsip bagi hasil. 
Prinsip bagi hasil semakin dikenal seiring perkembangan ekonomi Islam yang cukup pesat, ini ditandai dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah. Sejak tahun 1992, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah terutama perbankan syariah, cukup luas sampai sekarang. Hal ini dipicu oleh andil dari UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system yaitu bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.  
Namun kemunculan bank-bank syariah dengan mengusung prinsip bagi hasil ini pun masih menuai pendapat-pendapat bernada negatif terutama dari umat Islam sendiri. Persepsi yang terbangun bahwa dengan bagi hasil ini bank syariah tidak bisa memberikan jumlah pasti keuntungan yang diperoleh. Nah, kalaupun diperoleh keuntungan maka nilainya justru lebih kecil dari bunga bank. Jadi prefensinya hanya berdasarkan keuntungan semata dan tetap bertahan pada bunga bank yang sifatnya fluktuatif atau mengambang (floating) yaitu suku bunga yang kerap berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikut kurs referensi tertentu. Jika terjadi penurunan suku bunga pasar maka suku bunga kredit pun ikut turun dan jika bank mendapat untung besar dari hasil memutar uang nasabah, maka nasabah tidak mendapat pembagian keuntungan. Terhadap persoalan ini, QS. Al-Baqarah ayat 275 menegaskan:  
...وَأَحَلَّ ه الل اْلبَيْ عَ وَحَرَّمَ ال رِّبوَا... 
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  
Secara teoritis, hitungan bunga bank berbeda dengan perhitungan sistem syariah yang menggunakan nisbah bagi hasil, misalnya 30%:70% artinya 30% profit untuk nasabah (mudarib) dan 70% untuk bank (shahibul maal). Jika untungnya besar, maka bagi hasilnya juga besar, jika untungnya kecil maka bagi hasilnya kecil. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka nasabah juga ikut menanggung kerugian. Inilah konsep bagi hasil sebagai kontrak usaha dalam Islam yang sangat menganjurkan prinsip hidup tolong menolong dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia usaha, sebagaimana firman Allah dalam QS. AlMaidah ayat 2 menjelaskan: 
... وَ تعََ ا وَ نه وْا  ع لََ  اْل بِِّّ   وَال تَّلْ  وَى  وَلَ  تعََ ا وَ نه وْا ع لََ  اْ ل  ثِّْ  وَ اْل هع دْ  وَنِّ ... 
…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran… 
 Persoalannya sekarang, banyak yang tidak mengetahui bahwa dalam proses bagi hasil yang dijalankan oleh bank berbasis syariah berdasarkan putusan fatwa Dewan Syari‘ah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 dapat dilakukan dengan 2 pilihan, yaitu: sistem profit sharing dan sistem revenue sharing. 
Dua sistem yang berbeda ini kemudian memunculkan polemik dalam perhitungan bagi hasil pada bank syariah, bank yang menggunakan sistem revenue sharing menghitung bagi hasil dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank (laba kotor) dan bank yang menggunakan sistem profit sharing menghitung bagi hasil dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank (laba bersih). 
Penulis menilai, ini menarik karena dalam prakteknya, bank-bank Islam pada umumnya saat sekarang ini hanya sebagian kecil saja yang menggunakan sistem profit sharing. Bahkan, berdasarkan akumulasi data terhadap bank-bank berbasis syariah di Indonesia, mayoritas menggunakan prinsip perhitungan bagi hasil dengan sistem revenue sharing. Salah satu faktor penyebabnya adalah pihak bank sebagai shahibul maal menghindari terjadinya biaya tanggungan berbagai risiko dari pihak nasabah (mudarib). 
Lebih 
menariknya 
lagi, penetapan sistem revenue sharing ini didasarkan pendapat ulama mazhab Syafi’i sebagai mazhab mayoritas di Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam Kitab al-Fiqhi'ala al-Mazahib al-Arba’ah karya ‘Abdurrahman al-Jaziry (1882 - 1941 M), yaitu:  
 "الشافعيه - كالوا: يختص العامل بما يأ تي:... وليس له الحق في  أن ينفق   عل سفره من ر أس المال عل ا لصح ..." 
“Ulama   mazhab  Syafi’i menerangkan: bahwa pelaku niaga (mudarib) memiliki beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:…mudarib tidak boleh mengambil ongkos untuk bepergiannya dari uang modal menurut ketentuan yang lebih shahih…” 
Ketertarikan penulis yang dikemas dalam paper ini setidaknya dapat menjawab kritikan publik mengenai kesyariahan prinsip perhitungan bagi hasil sistem revenue sharing yang digunakan karena umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa sistem perhitungan bagi hasil bank syariah tidak ubahnya seperti sistem bank konvensional yang hanya diberi label syariah saja. 
METODOLOGI 
 Pembahasan paper ini menitik beratkan pada kajian fiqih klasik dari pendapat atau argumentasi kalangan ulama mazhab Syafi’i yang mengulas tentang bagi hasil sistem revenue sharing.  

Analisis data dilakukan dengan menggali sumber rujukan dari kitab-kitab fiqih klasik dari ulama kalangan mazhab Syafi’i. Proses berikutnya, dilakukan penterjemahan untuk mendapatkan berbagai pendapat mengenai sistem bagi hasil dari kalangan ulama mazhab 
Syafi’i. 
Langkah selanjutnya, dilakukan analisis dengan metode deskriptis analisis menyangkut sistem bagi hasil revenue sharing dan kesesuaiannya terhadap teori ekonomi Islam berdasarkan pendapat ulama mazhab Syafi’i, kaidah fiqih, peraturan-peraturan perbankan, ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional, atau referensi kekinian yang berkaitan dengan mekanisme dari sistem bagi hasil. 
Berdasarkan ruang lingkup penelitian yang akan dianalisis, maka dalam teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dirumuskan dalam langkah sebagai berikut: 
1. Dikarenakan dalam analisis penelitian ini mengandung unsur kajian kepustakaan (library research) yaitu untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama mazhab Syafi’i terhadap bagi hasil dengan sistem revenue shaing, maka sumber dari data primer berupa literatur fiqih klasik, kaidah fiqih serta hasil ijma‘ ulama, diolah secara deduktif-induktif dengan menempuh langkah pendekatan falsafi, yaitu sesuatu pendekatan di mana penulis akan melihat dan meneliti alur pikir atau latar belakang berdasarkan pendapat yang dikemukakan mengenai bagi hasil sistem revenue sharing. 
2. Penulis menggunakan acuan dari rumusan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 tentang Akuntansi Mudharabah untuk memperhitungkan bagi hasil sistem revenue sharing berdasarkan pendapat ulama kalangan mazhab Syafi’i dengan formulasi: 
Bagi Hasil   = 
 
( Proyeksi Pendapatan - COGS/HPP) - Modal 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Secara syariah, prinsip bagi hasil didasarkan kepada kaidah mudarabah. Bagi hasil adalah suatu sistem pembagian keuntungan dan kerugian secara bersama antara masingmasing pihak yang terkait. Sebagai dasar yang menjadi landasan hukum dari bagi hasil adalah adanya anjuran Islam kepada setiap pemeluknya untuk berusaha dalam kehidupan di dunia ini, yang secara kontekstual dapat dilihat dari beberapa sumber rujukan dalam pengistimbatan syariat hukum Islam, di antaranya adalah QS. Al-Muzammil ayat 20 berikut: 
... وَ أخَ ه روْ نَ   ي ضَِّْ بهوْ نَ  فِّ  اْ  لَ رْضِّ   ي بَْ تَ هغ وْ نَ  مِّ نْ   فضَْ لِّ  اللِّ ... 
“…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah…” 
Pada kutipan potongan ayat ini, termaktub kalimat ”yadribuna” yang sama dengan akar kalimat ”mudharabah” yang bermakna melakukan suatu perjalanan untuk berniaga/berusaha. Mengutip pendapat ulama mazhab Syafi’i dalam hal ini memberikan penerangan lebih lanjut sebagai berikut:  
"  ألـشافعيه ـ كـالوا : المضاربة   أو اللراض علد يلتضي  أن يدفع شخص لآخر مال ليتجر فيه علـى  أن يكون لكل منهما نطيب في الربح بشروط مخطوضة."                                                                
“Ulama mazhab Syafi’i menerangkan: Bahwa mudarabah atau qirad ialah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan sejumlah modal kepada seseorang lainnya agar orang yang menerima sejumlah modal tersebut melakukan perniagaan dengan menggunakan modal tersebut serta bagi masing-masing pihak akan memperoleh bagian keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.” 
 Adapun beberapa persyaratan yang dimaksudkan 
di antaranya sebagaimana pendapat ulama kalang mazhab Syafi’i yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu: 
"... وليس له الحق في  أن ينفق عل سفره من ر أس المال عل ا لصح ..." 
“…nasabah pelaku usaha atau dikatakan sebagai mudarib tidak boleh mengambil ongkos untuk bepergiannya dari uang modal menurut ketentuan yang lebih shahih…” 
Melihat pendapat dari ulama kalangan mazhab Syafi’i ini, maka jelas terlihat bahwa mekanisme bagi hasil yang disebutkan adalah dengan sistem revenue sharing. Ulama kalangan mazhab Syafi’i menyatakan, bagi nasabah sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini disebut mudarib/debitur, tidak boleh mengambil ongkos ataupun biaya-biaya untuk berpergiannya dari uang modal, baik mudarib tersebut dalam keadaan menetap maupun sedang bepergian atau dalam perjalanan, karena bagi mudarib tersebut berdasarkan pendapat ulama mazhab Syafi’i telah memperoleh bagian dari keuntungan yang lebih besar dari bagian pemilik harta/modal. Inilah yang menjadi dasar kebijakan penerapan sistem revenue sharing sebagai salah satu metode alternatif dalam perhitungan bagi hasil perbankan Islam dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya.  
 Menitik beratkan pada pendapat ulama kalangan mazhab Syafi’i sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka untuk mendapatkan jumlah pendapatan sebagai laba/keuntungan yang akan dibagi hasilkan berdasarkan sistem revenue sharing, dapat diturunkan formulasinya yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 1. Bagan Formulasi Revenue Sharing
Berdasarkan formulasi di atas maka dapat dirumuskan bahwa sistem revenue sharing adalah sistem pandistribusian bagi hasil yang mendasarkan perhitungan bagi hasilnya dari jumlah pendapatan kotor (gross profit). Dengan demikian pada sistem revenue sharing ini, pembagian hanya dilakukan terhadap jumlah total pendapatan, sedangkan biaya-biaya sepenuhnya akan ditanggung oleh nasabah sebagai pihak pengelola (mudarib). Sebagai contoh perhitungan, bila dari sebuah usaha dihasilkan penjualan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan biaya-biaya dari usaha tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka yang dibagi hasilkan adalah hasil dari penjualan tersebut, yaitu Rp 1.000.000,-.  
Lebih rinci lagi dapat diambil contoh perhitungan sistem revenue sharing dalam analisa kuantitatif berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada pendapatan kontrak pembiayaan mudarabah (bank sebagai pemodal/shahibul maal),berikut ini: 
- Modal/pembiayaan : Rp 50.000.000,- 
· Perkiraan laba  
: Rp 35.000.000,- 
· Jangka waktu  
: 12 bulan 
· Nisbah bagi hasil  
: 70 : 30  
  : Standar Rp 24.500.000,-/tahun ; Nasabah   : Standar Rp 10.500.000,-/tahun ; Bank Selanjutnya dari proyeksi usaha selama 1 tahun didapat data keuangan sebagai berikut: 
· Penjualan 
 
: Rp 100.000.000,- - HPP + modal  
: Rp   65.000.000,- (-) 
· Laba kotor  : Rp   35.000.000,- 
· Biaya umum & adm : Rp     1.100.000,- (-) 
· Laba bersih 
 
: Rp   33.900.000,- Apabila proyeksi usaha ini sesuai dengan realisasi usaha, maka distribusi bagi hasil dengan sistem revenue sharing sesuai formulasi dari turunan pendapat ulama mazhab Syafi’i yang telah penulis rumuskan sebelumnya akan menjadi sebagaimana perhitungan di bawah ini:  
· Laba kotor 
 
: Rp  35.000.000,- - Untung Bank 70% 
: Rp  24.500.000,-  
· Untung Nasabah 30% : Rp  10.500.000,- 
Dapat dilihat bahwa perolehan dari bagi hasil dengan sistem revenue sharing di sini bagi nasabah adalah Rp 10.500.000,-. Jumlah yang didapat oleh nasabah ini tentu akan lebih besar karena pembagian sistem revenue sharing didasarkan pada laba kotor dibanding jika dibagi dari laba bersih tentu jumlahnya lebih kecil. 
Ulama mazhab Syafi’i dalam hal ini, juga memaparkan argumentasi dari kalangan ulama mazhab lain yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan hasil perhitungan sistem revenue sharing ini, sebagaimana pernyataan berikut: 
"... وكيل: يطح ا إلنفاق بلدر ما يزيد عل نفلاته كالكراء والباس اللازم للسفر ونحو ذلك مما يلتضيه السفر في العرف ويحسب من الربح فإان لم يحطل  الربح  فيعتب خسارة."     
“…namun ada yang mengatakan: bahwa boleh/sah saja jika pelaku niaga (mudarib) mengambil ongkos sekedar untuk tambahan perongkosannya karena melakukan perjalanan/ bepergian seperti biaya sewa dan pakaian yang lazim untuk bepergian dan sebagainya dari apa saja yang diperlukan untuk pergi pada umumnya dan pengeluaran biaya tersebut dihitung dari keuntungan namun jika hasil perdagangan tidak memperoleh keuntungan maka pengeluaran biaya tersebut dihitung sebagai kerugian.” 
Pernyataan ulama dari kalangan mazhab Syafi’i ini adalah menyoroti tentang pengeluaran biaya bagi mudarib yang menjalankan usaha, sehingga nantinya bagi hasil dilakukan berdasarkan laba bersih yaitu setelah dipotong biaya-biaya atau pajak. Inilah yang dikenal dengan bagi hasil sistem profit sharing. Jika didasarkan pada sistem ini, maka perhitungan bagi hasil menjadi: 
- Laba bersih 
 
: Rp  33.900.000,- - Untung Bank 70% 
: Rp  23.730.000,-  - Untung Nasabah 30% : Rp  10.170.000,
Terhadap sistem profit sharing ini, ulama mazhab Syafi’i memberikan komentarnya lebih lanjut yaitu sebagai berikut: 
"وهذا اللول وإان كان ضعيفا فإانه  أكرب إالى عرف التجار و أسهل في عمل التجارة، فلو شرطت نفلات السفر في العلد. وعل العامل فعل ما يعتاد كطي الثوب ونشره ووزن ا لش ياء الخفيفة كالمسم والذهب،  أما ال ش ياء الثليلة كاللطن والحبوب ونحوهما فليس عليه وزنها وإانما يس تأ جر عل ذلك بحسب العرف ويدفع ا لجرة من مال المضاربة.  أما الذي يفعله بنفسه فإانه ل  أجر له عليه وإان اس تأ جر عليه لزمته." 
“Pendapat ini (yaitu kebolehan sistem profit sharing) sekalipun lemah (da’ib) namun lebih dekat pada kebiasaan pedagang dan lebih memudahkan dalam malakukan pekerjaan perniagaan, maka apabila ongkos-ongkos bepergian telah ditentukan sewaktu melakukan akad/perjanjian. Maka bagi pihak mudarib mengerjakan apa yang biasanya dikerjakan, seperti melipat pakaian, membentangkannya dan menimbang barang-barang yang ringan seperti minyak misik dan emas, sedangkan barang-barang yang berat seperti kapas dan biji-bijian serta lainnya, maka mudarib tidak mempunyai kewajiban menimbangnya, mudarib memburuhkan untuk pekerjaan itu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan mengeluarkan ongkos dari modal perniagaan (sistem profit sharing). Sedangkan apa saja yang mudarib lakukan dengan diri sendiri, maka mudarib tidak memperoleh upah, tetapi kalau ia memburuhkan, wajiblah mengeluarkan ongkos”. 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis perhitungan penulis terhadap pendapat dari kalangan ulama mazhab Syafi’i yang telah dipaparkan, maka dapat dipetik beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Hasil perhitungan dengan sistem revenue sharing maka perolehan bagi hasil untuk nasabah beresiko mengalami penyusutan dari proyeksi awal karena pihak bank tidak menanggung biaya nasabah yang keluar (kerugian). Sebaliknya, pendapatan pihak bank justru lebih besar sesuai proyeksi dan terhindar dari bagi kerugian akibat kelalaian nasabah. Dengan demikian maka bagi hasil ini jelas menguntungkan pihak penyedia modal yaitu bank, inilah jawaban kenapa perbankan syariah memilih kontrak kerjasama berdasarkan bagi hasil sistem revenue sharing. 
2.  Pemilihan bagi hasil sistem revenue sharing oleh perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya yang disandarkan pada pendapat mazhab Syafi’i ini tentu juga dengan pertimbangan risiko moral hazard misalnya penggunaan dana oleh nasabah tidak seperti tercantum dalam kontrak, kelalaian nasabah, atau penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Oleh karena itu bagi pihak penyedia modal atau bank syariah tentunya harus benar-benar selektif menerima calon nasabah atau mudarib. Begitu pula bagi nasabah dituntut sifat dan sikap optimis, usaha pantang menyerah, juga kehati-hatian dalam mengelola modal, dan memperhitungkan dengan baik laba rugi sesuai proyeksi baik sebelum menyepakati kerjasama maupun sudah berjalan kontrak sesuai kesepakatan. Inilah jawaban dari pertanyaan kenapa bank syariah masih menggunakan syarat agunan dalam peminjaman modal. 
3. Sistem bagi hasil revenue sharing ini baik dilakukan sebagai langkah awal untuk memasyarakatkan syariah, karena bagaimanapun untuk mensyariahkan masyarakat secara total dengan instan tidak bisa dilakukan. Perlu adanya tahapan dan proses untuk menguatkan perekonomian umat Islam terutama bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya untuk dapat menanggung kerugian nasabah. Sebagaimana ungkapan penjelasan ulama mazhab Syafi’i yang telah dikemukakan bahwa dalam sistem revenue sharing kata kerugiannya dimasukkan pada beban biaya akibat penambahan seperti pengangkutan barang yang diupahkan dan perhitungannya masuk pada nilai COGS (Cost of Goods Sold) atau disebut juga Harga Pokok Penjualan (HPP). Inilah jawaban dari banyak kritikan yang selalu terlontar terhadap bank syariah yang mengatakan bank syariah melakukan bagi hasil terhadap keuntungan tapi tidak bagi kerugian.
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